BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA LEMBAGA KEUANGAN
DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Dalam hal Pemerintah Daerah akan
menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan perda mengenai penyertaan modal yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk.;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan



Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 7 Tahunl992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah
Bank  Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga
Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA
LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA, DAN PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada
Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 9), diubah
sebagai berikut:

Pasal 2 dihapus
Pasal 4 dihapus
Pasal 6 dihapus.
Pasal 8 dihapus.

i

L A

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

(3)

(4)

Pasal 10

Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah
Jabar dalam bentuk uang sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu
miliar rupiah).

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan
jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar
Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga
kewajiban penyertaan modal menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah).

Penyertaan modal sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran dan dianggarkan mulai tahun
anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026 dan dilakukan
sesuai analisis penyertaan modal/investasi.

Dihapus.

Pasal 11 dihapus.
Pasal 12 dihapus.



8. Pasal 13 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

@)

(4)

10. Di

Pasal 14

Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam bentuk uang sebesar
Rp46.238.450.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh
delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi
dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar
Rp32.738.450.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban
penyertaan modal menjadi sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar
lima ratus juta rupiah).

Penyertaan modal sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima
ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Anggaran dan dianggarkan mulai
Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dan
dilakukan sesuai analisis penyertaan modal/investasi.

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan untuk pembelian saham melalui mekanisme Rapat Umum
Pemegang Saham PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Tbk.

antara paragraf 6 dan paragraf 7 disisipkan 1 (satu) paragrap, yakni

paragraf 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A
Pelaksanaan Penyertaan Modal

11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 14A

Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan melalui mekanisme
pembahasan APBD, dengan besaran disesuaikan dengan kondisi
kemampuan keuangan dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah APBD.
Laba/deviden pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk penyertaan
modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 18 huruf a angka 2, angka 3, huruf b dan huruf ¢ dihapus
sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai modal dasar sebagai berikut:

a.

Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi




Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten
Tasikmalaya diubah menjadi:
1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar sebesar
Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
2. dihapus;
3. dihapus;
b. dihapus.
c. dihapus.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Januari 2922

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 14 Januari 2022
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR (1/2/2022)



